
 

 

 
SALINAN 

NOMOR 16/2018 
 

 
PERATURAN WALIKOTA MALANG  

NOMOR    16     TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  

NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 

KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri tanggal 30 Mei 2018 Nomor 903/3386/SJ Hal : 

Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) dan Gaji Ketiga Belas 

yang Bersumber dari APBD, perlu menyesuaikan Peraturan 

Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 

kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipil 

Negara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan 
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Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2014 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015                    

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                            

Nomor 3354);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000                     

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002                     

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4194); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016                   

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018                    

Nomor 77,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6207); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 

2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anngota Kepolisian Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Pejabat Negara Penerima Pensiun dan Penerima 

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2018 Nomor 78,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6208);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 



 

 

5 
 

 

 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah                 

Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang                 

Tahun 2014 Nomor 12); 

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang               

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai 
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Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 

Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Walikota: 

a. Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 

2018 Nomor 4); 

b. Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 

2018 Nomor 14) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal  8 

 

(1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali 

pada bulan berikutnya. 

(2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan 

Penghasilan dibayarkan pada akhir bulan Desember 

tahun anggaran berjalan. 

(3) Tambahan Penghasilan menjadi komponen 

perhitungan pembayaran besaran Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas. 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 11 
 

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah 

besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II tidak 

dikenakan pajak; 

b. Pegawai ASN Golongan III dikenakan pajak sebesar 

5 % (lima persen); dan 

c. Pegawai ASN Golongan IV dikenakan pajak sebesar 

15 % (lima belas persen). 
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(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) pajak penghasilan 

(PPh) Pasal 21 dibebankan pada  APBD. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah  Kota Malang. 

 
Ditetapkan di Malang 
pada tanggal   6      Juni       2018 

 
Pjs. WALIKOTA MALANG, 

 

                          ttd. 

WAHID WAHYUDI 

Diundangkan di Malang   
pada tanggal   6    Juni    2018                     
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 
 
                           ttd.  

  
                       WASTO 

 
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 16 
 

 

 
 

 

 


